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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun
teori-teori yang mendukung penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa
pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika terbukti tidak efektif,
karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka
penggunaan narkotika di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya
jumlah penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun. Secara hukum telah
ditegaskan didalam undang-undang tentang narkotika bahwa seorang
pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib
mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, artinya seorang
pecandu dan penyalahguna narkotika mendapat perlindungan sepenuhnya
secara hukum untuk melakukan tindakan rehabilitasi, karena didalam
proses rehabilitasi tersebut pecandu narkotika mendapat pembinaan dan
penyembuhan secara sempurna dan utuh baik secara fisik, psikis maupun

sosial.
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Berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian ini, maka penulis

dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pecandu dan
penyalahguna narkotika sebaiknya menjatuhkan sanksi tindakan
berupa Rehabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana yang
telah dtentukan oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan Badan
Narkotika Nasional baik dari tingkat pusat sampai daerah
beserta Pengadilan Negeri yang ada di daerah-daerah harus
mengadakan kerjasama yang konkrit dalam menangani masalah
narkotika mulai dari pemberantasan, pencegahan sampai pada

rehabilitasi pecandu narkotika.
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